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Abstrak
 

Tesis ini menggunakan teori yang menghubungkan antara pasar, negara, masyarakat dan lingkungan dengan

memberikan penekanan pada kerjasama sebagai konsep utama dan selanjutnya dipakai sebagai landasan

berpikir penulisan ini. Perspektif neoliberalis digunakan untuk menjelaskan kerjasama pengelolaan ikan tuna

yang terjadi di kawasan Pasifik Selatan karena perspektif ini : (1) tidak menyangkal keberadaan konflik

dalam dunia politik namun konflik ini sebenarnya dapat dihindari ataupun tidak harus ada; (2) adanya

penekanan pada peran institusi untuk membantu menjelaskan mengapa kerjasama tersebut dilembagakan;

(3) memfokuskan pada isu-isu ekonomi politik internasional dan lingkungan. Dalam hal ini, perspektif

neoliberalis akan mengatakan bahwa kerjasama pengelolaan ikan tuna di kawasan Pasifik Selatan tidak

hanya merupakan faktor politik dan lingkungan dimana negara menempati peran penting dalam membuat

keputusan (baca: sebagai otoritas hukum), melainkan juga melibatkan pasar dan sebenarnya dari sinilah

kerjasama pengelolaan ikan tuna ini bermula.

 

Negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang pada umumnya lemah sumber dana, manusia dan teknologi

dianugerahi oleh alam dengan kekayaan ikan tuna yang berada di wilayah perairannya. Masyarakal yang

berada di kawasan Pasifik Selatan menjadikan ikan tuna selain untuk memenuhi kebutuhan protein hewani

juga menjadikan ikan tuna sebagai tulang punggung perekonomian mereka karena ikan tuna di pasaran

dunia berharga multi juta dollar. Dapat dipahami jika masyarakat di kawasan Pasifik Selatan, terutama yang

tergabung dalam Forum Fisheries Agency (FFA) berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum

dari sumber daya ikan tuna yang berada di wilayah perairan mereka dan sekaligus menjaga serta

melestarikan ikan tuna agar senantiasa dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

 

Menyadari bahwa negara-negara anggola FFA ini tidak bisa mengelola sendiri kekayaan ikan tuna yang

berada di wilayah perairan mereka, maka mereka melakukan kerjasama pengelolaan ikan tuna dengan

negara-negara penangkap ikan jarak jauh (Distant Water Fishing Nations - DWFNs) namun

kecenderungannya jumlah tangkapan ikan tuna DWFNs dari tahun ke tahun meningkat dan jumlah tersebut

melampaui batas yang telah diperjanjikan sebelumnya. Negara-negara anggota FFA sangat

memperihatinkan keadaan tersebut namun mereka tidak dapat berbuat banyak.

 

Kelahiran United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS) dan adanya pengakuan yurisdiksi

nasional negara pantai sejauh 200 mil memacu negara anggota FFA untuk melakukan terobosan baru

dengan melakukan kerjasama pengelolaan ikan tuna dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kerjasama ini

dimungkinkan karena selain diantara para pihak lama terjalin kerjasama baik dalam lingkup bilateral,

multilateral maupun regional, faktor itikad baik dan adanya keinginan untuk senantiasa mendapatkan

keuntungan serta melestarikan ikan tuna membawa mereka untuk duduk bersama dalam satu meja.
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Terobosan ini membuahkan hasil dengan diadakannya pertemuan I- VII Multilateral High Level Conference

(M1.ILC). Pertemuan selama 6 (enam) tahun ini menghasilkan Convention on the Conservation and

Management of Highly Migratory Fish Stocks in Western and Central Pacific.

 

Rentang waktu yang panjang untuk membentuk konvensi ini menunjukkan bahwa suasana sidang diwarnai

dengan perdebatan dan tarik menarik terhadap suatu isu. Walaupun tidak semua pihak puas dengan hasil

sidang namun semua pihak sepakat untuk melaksanakan isi konvensi tersebut. Pertemuan tersebut juga

mencerminkan bahwa telah dilakukan saling bagi pengalaman dan tanggung jawab untuk mengelola ikan

tuna di kawasan Pasifik Selatan antara pihak yang mempunyai banyak keterbatasan obyektif dengan pihak

yang relatif tidak mempunyai keterbatasan obyektif.

 

Terbentuknya konvensi menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang mempunyai

keterbatasan obyektif ternyata mempunyai tawar menawar dengan negara-negara yang lebih kuat baik dari

segi dana, teknologi maupun manusia.


